
KEPUTUSAN  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  3  TAHUN  2014 

TENTANG 

HARI IKAN NASIONAL 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia dan mendukung ketahanan  pangan 

dan gizi nasional, perlu meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan 

pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi;  

b. bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki

potensi perikanan yang perlu dimanfaatkan secara optimal

dan lestari;

c. bahwa selama ini pemangku kepentingan di bidang

perikanan telah memperingati tanggal 21 November sebagai

Hari Perikanan Dunia (World Fisheries Day);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

tanggal 21 November sebagai Hari Ikan Nasional dengan

Keputusan Presiden;

Mengingat … 
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Mengingat  :  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI IKAN NASIONAL.  

PERTAMA : Menetapkan tanggal 21 November sebagai Hari Ikan 

Nasional. 

KEDUA :  Hari Ikan Nasional bukan merupakan hari libur.    

KETIGA: … 
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http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu031.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu045.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/12uu018.pdf
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KETIGA   :  Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Januari 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan  aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

ttd. 

Siswanto Roesyidi 
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